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Hubungan Perdagangan dengan
Lingkungan Hidup: Dinamika Hubungan WTO
dan Multilateral Environmental Agreements

Abstract

(MEAs)

R1o S. JASLIM

After tariff barriers to international trade have been relatively well-managed by World Trade
Organization (WTO), the regime continues its role in creating free international trade by handling
non-tariff barriers. One of these barriers is the environmental aspects. It is a barrier because some
international environmental agreements use trade measures as their means. Therefore, WTO
through Conumittee on Trade and Environnient (CTE) elaborales the relations between rules in
WTO and Multilateral Environmental Agreements (MEA). It is the task of this committee to search
for mutual relations of these two regimes. This paper will describe the relations of trade and
environmental issues in the point of view of the two regimes.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi melalui perda-
gangan internasional dan konservasi ling-
kungan hidup merupakan sesuatu yang tak
- terpisahkan dan saling mendukung. Pasca-
. Perang Dunia II, dorongan utama untuk
' perkembangan ekonomi dititikberatkan pa-
| da proses industrialisasi dan perdagangan
bebas (free trade). Namun, pada tahun 1987
dikeluarkan Laporan Bruntland yang ber-
judul Our Common Future yang menjelas-
kan bahwa strategi pembangunan ekonomi
dunia berakibat dengan semakin banyak-
nya masyarakat yang miskin, dengan terja-
dinya degradasi lingkungan dalam skala
global. Laporan Bruntland ini secara tidak
langsung telah membawa keterkaitan ling-
. kungan hidup dan perdagangan inter-
~ nasional ke garda depan komunitas inter-
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nasional dan meningkatkan intensitas pem-
bahasan dari keterkaitan (linkages) ini.!

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
dunia telah meningkatkan tekanan terha-
dap lingkungan dunia. Tekanan ini datang
dari adanya industrialisasi dan produksi
pertanian yang intensif, di mana kemudian
mengakibatkan degradasi dan polusi di se-
kitar kita.? Industrialisasi dan produksi per-
tanian juga telah meningkatkan tekanan
terhadap bahan baku (raw materials).

Secara umum ada tiga alasan yang dike-
mukakan oleh kelompok pecinta ling-
kungan mengapa perdagangan bebas bisa
semakin memperburuk masalah lingkung-
an hidup. Pertama, perdagangan bebas akan
semakin meningkatkan produksi dan kon-
sumsi produk yang cenderung mengaki-
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batkan polusi. Kedua, adanya perdagangan
bebas memungkinkan terjadinya perpin-
dahan produksi dari suatu negara yang
menuliki standar lingkungan yang tinggi
ke suatu negara yang standar lingkungan-
nya kurang ketat. Ketiga, perdagangan be-
bas akan meningkatkan pendapatan dunia.
Meningkatnya pendapatan berarti akan
meningkatkan pula produksi dan konsumsi
yang memiliki kecenderungan untuk me-
nimbulkan terjadinya polusi.

Perubahan karakter serta definisi dari ham-
batan perdagangan dan meningkatnya per-
hatian untuk melindungi lingkungan hidup
membentuk ‘a general backdrop to the rise of
trade and environment as a contentious issue’.
Melalui delapan putaran negosiasi di dal-
am kerangka GATT antara tahun 1947 dan
1994, banyak tarif-tarif yang dihilangkan
atau secara dramatis diturunkan. Sekarang
hambatan utama dari perdagangan bebas
adalah hambatan non-tarif, regulasi teknis,
dan implementasi kebijakan pemerintah
untuk beberapa tujuan sosial. Di antara isu-
isu sosial yang membutuhkan regulasi, per-
lindungan lingkungan hidup telah menjadi
yang paling disoroti dimana adanya konse-
kuensi tumpang tindih yang secara mudah-
nya dapat menyebabkan konflik dengan re-
gulasi lingkungan hidup.

Pemicu utama yang menjadikan perda-
gangan dan lingkungan hidup dari hanya
sebuah 1su minor menjadi i1su politik inter-
nasional yang high profile adalah dengan
adanya rekomendasi panel GATT ke De-
wan GATT pada tahun 1991 berkaitan de-
ngan kasus impor tuna Amerika Serikat
dari Meksiko yang seharusnya dinyatakan
melanggar aturan-aturan GATT. Kasus
Tuna-Dolphin sendiri bukan kasus pertama
sengketa dalam perdagangan dan ling-
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kungan hidup yang masuk ke dalam la-
poran panel GATT atau institusi judisial
internasional lainnya, dan kasus ini juga
bukan kasus pertama yang diputuskan pa-
nel GATT sebagai pelanggaran terhadap
aturan GATT. Akan tetapi, untuk pertama
kali sikap yang ditempuh oleh GATT men-
dapat banyak penentangan dan perhatian
dari publik internasional.

Semenjak kasus Tuna-Dolphin sampai ter-
bentuknya WTO tahun 1995, kontroversi
perdagangan yang melibatkan restriks atas
isu lingkungan hidup masih sangat sedikit,
bahkan hanya tiga kasus yang dibawa dan
dibahas di dalam panel GATT, di mana se-
muanya merupakan pengaduan atas ukur-
an perdagangan yang dilakukan oleh
Amerika Serikat. Akan tetapi karena sistem
internasional mulai pada proses pendefini-
sian norma-norma yang berkaitan dengan
perdagangan dan lingkungan hidup, ma-
sing-masing kontroversi mempunyai posisi
yang kuat dan mendorong akan adanya
tanggapan dari kedua belah pihak.

Secara umum keterkaitan antara perda-
gangan dan lingkungan hidup dapat dili-
hat dari empat macam tipe dalam isu poli-
tik internasional:*

- Aturan-aturan perdagangan multilate-
ral mempunyai dampak yang besar ter-
hadap masalah lingkungan hidup de-
ngan mempengaruhi tingkat aktivitas
produksi dan insentil perdagangan
yang tersedia bagi produksi dan kegu-
naan yang berkelanjutan dan atau tidak
berkelanjutan.

- Aturan perdagangan multilateral dapat
digunakan untuk memicu standar do-
mestik lingkungan hidup dalam rang-
ka memastikan akses pasar bagi pro-
duk tertentu,
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- Restriksi perdagangan secara unilateral
dapat digunakan sebagai sebuah cara
untuk melindungi lingkungan hidup
vang melewali yurisdiksi dari suatu ne-
Jara.

- Standar lingkungan hidup yang rendah
atau bahkan sama sekali tidak adanya
standar terhadap pelaksanaan perlin-
dungan lingkungan di beberapa negara
yang memiliki taraf ekonomli tinggi un-
tuk menggunakan ukuran-ukuran uni-
lateral dalam perdagangan untuk me-
ningkatkan tarif dalam impor yang ber-
biaya rendah.

Kalau kita melihat dengan menggunakan
kerangka yang digunakan oleh Oran
Young, isu perdagangan dengan lingkung-
an hidup merupakan sebuah linked issucs,®
atau adanya keterkaitan isu antara perda-
gangan dan lingkungan. Bahkan isu kon-
troversial yang sangat berpotensi menim-
bulkan konflik adalah antara adanya kebu-
tuhan untuk melindungi lingkungan dan
mempromosikan kebijakan pembangunan
ckonomi di dalam suatu negara berdam-
pingan dengan keterkaitan antara usaha
untuk mepromosikan perdagangan di anta-
ra negara-negara dan adanya inlsiatif yang
mengacu pada perlindungan dan mening-
katkan kualitas lingkungan hidup.

Mengacu ke Oran Young, kalau keterkaitan
isu ini ditarik ke tingkat analisis sislem,
maka keterkaitan isu ini dapat dilihat dari
dua rejim internasional berbeda yang
mempunyai objektif berbeda, yaitu rejim
perdagangan internasional yang diwakili
oleh GATT/WTO, dan rejim-refim ling-
kungan internasional seperti Protokol
Montreal, Konvensi Basel, CITES, Konvensi
Keanekaragaman Hayati, dan lain-lain,
yang mempunyai kemungkinan potensi
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konflik karena adanya bentrokan aturan
dari kedua rejim yang bisa merugikan
apabila dilihat dari masing-masing asumsi-
asumsi dasarnya.* Potensi konflik antara
Multilateral Environment Agreements (MEA)
dengan aturan yang terdapat dalam WTO
adalah adanya keharusan penyesualan
aturan dalam WTO untuk mengakomodas
aturan-aturan perdagangan dari MEA.

REJIM PERDAGANGAN INTERNASIO-
NAL (GATT/WTOQO)

Sistem aturan GATT diciptakan pada tahun
1947 ketika traktat GATT pertama dilan-
datangani oleh 23 negara di Jenewa sebagal
sebuah kumpulan aturan yang sifatnya
temporer sebelum rencana International
Trade Organization (ITO) dapat diberlaku-
kan. Namun, karena ITO gagal diberlaku-
kan, GATT menjadi institusi multilateral
untuk membahas regulasi perdagangan
dan wadah penyelesaian sengketa perda-
gangan selama 45 tahun. Pada awalnya ne-
gosisasi yang terjadi dalam GATT memfo-
kuskan pada pembahasan reduksi tarif, ta-
pr secara progresif GATT berkembang
menjadi rejlm perdagangan besar yang pe-
nuh dengan kompleksitasnya, di mana be-
berapa negara anggota GATT mulai me-
rambah pada pembahasan kebijakan ham-
batan yang sifatnya non-larif.

Pada awalnya GATT dengan ideologi libe-
ralisasi perdagangannya sama sekah tidak
memasukkan adanya kebutuhan aspek
lingkungan hidup di dalam kerangkanya;
namun, karena adanya desakan pembahas-
an mengenal hambatan perdagangan yang
sifatnya non-tanfl dimana salah satunya
adalah masalah lingkungan hidup, maka
pelan-pelan isu lingkungan hidup mulai
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mendapatkan tempat dalam GATT. Konfe-
rensi pertama lingkungan hidup yang di-
laksanakan pada tahun 1972 yang menye-
babkan adanya perubahan kerangha pemi-
kiran di dalam GATT dalam memandang
isu lingkungan hidup. Dewan GATT me-
nanggapinya dengan membentuk sebuah
kelompok kerja yang disebut Working
Group on the Environmental Measures and
International Trade. Kelompok kena ini di-
bentuk untuk membahas pengukuran kebi-
jakan perdagangan dalam mengendalikan
polusi dan melindungi lingkungan.

Namun, baru 20 tahun kemudian kelom-
pok kerja ini secara intensif menanggapi
keterkaitan perdagangan dengan lingkung-
an hidup dengan adanya laporan yang di-
keluarkan dari hasil studi sekretariat GATT
mengenai hubungan antara perdagangan
dengan lingkungan hidup. Walaupun ada-
nya retorika pembangunan yang berkelan-
jutan? dan adanya kebutuhan untuk
menyeimbangkan perdagangan dan kebi-
jakan lingkungan hidup, paradigma per-
dagangan-pembangunan masih mendomi-
nasi proses pembuatan keputusan di per-
janjian-perjanjian Putaran Uruguay, di ma-
na isu lingkungan hanya menjadi isu kelas
dua.b Akan tetapi, beberapa negara anggota
GATT, khususnya negara-negara Eropa se-
cara gigih selalu mendesak agar isu ling-
kungan hidup dimasukkan ke dalam agen-
da pembahasan di Putaran Uruguay.

Terbentuknya WTO pada tahun 1994 di
Marrakesh membawa angin segar bagi
pembahasan isu lingkungan hidup dalam
kerangka rejim perdagangan. Hal ini ter-
tuang dalam pembukaan WTO, yang
menyatakan bahwa:
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“raising standards of living and en-
suring full employment through ex-
panding the production and trade in
voods and services is lo be achicved by
making optimal use of the world’s re-
cources in accordance with the objective
of sustainable development.”

Tidak sekadar hanya dalam bentuk kata-
kata, WTO juga membentuk suatu Komisi
tersendiri untuk masalah perdagangan dan
lingkungan hidup.

Sebenarnya ada kelompok Kajian yang di-
kenal sebagai “The Group on Environment-
al Measures and International Trade”, sua-
tu badan khusus di bawah GATT yang
mempunyai tugas untuk membahas isu
lingkungan yang telah dikenal sejak tahun
1971. Semula grup ini hanya beranggota-
kan 15 negara, akan tetapi kemudian jum-
lahnya meningkat menjadi 50 negara pada
tahun 1990. Tugas utama grup ini adalah
mengkaji dampak penerapan kebijakan
lingkungan terhadap pelaksanaan ketentu-
an GATT.

Pada tahun 1990, atas permintaan negara-
negara maju, grup ini mulai aktif kembali
karena isu lingkungan hidup mulai men-
cuat ke permukaan seiring dengan akan di-
selenggarakannya Konferensi Lingkungan
Hidup di Rio de Janeiro pada tahun 1992.
Berbeda dengan grup pada tahun 1971,
grup pada tahun 1990 menjadi sangat aktif.
Hal iru terjadi karena terdapat kecende-
rungan beberapa negara anggota GATT un-
tuk menerapkan pembatasan bahkan la-
rangan impor karena alasan lingkungan.
Namun, banyak yang menilai bahwa grup
ini belum bisa menjawab tantangan GATT
dalam menghadapi isu lingkungan. Penilai-
an ini diutamakan karena lerbatasnya we-
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wenang yang diberikan kepada grup inj,
' sama seperti ketika didirikan pada tahun
| 1971, di mana mereka hanya mempunyai
| wewenang untuk mengkaji implikasi atau
- akibat diterapkannya kebijakan lingkungan

oleh anggota GATT terhadap pelaksanaan
ketentuan GATT. Grup ini tidak mempu-
nyai wewenang untuk mengkaji akibat di-
terapkannya ketentuan GATT terhadap pe-
laksanaan kebijakan lingkungan.

Pada Putaran Uruguay, grup ini diganti de-
ngan satu badan yang sifatnya lebih per-
manen yaitu, The Committee on Trade and
Environment (CTE), untuk mengkaji hu-
bungan timbal balik antara ketentuan
GATT dengan kebijakan lingkungan. Tidak
seperti grup sebelumnya, komisi ini beker-
ja secara aktif. Pertemuan rutin diadakan
beberapa kali dalam setiap tahun. Bahkan
komisi ini mempunyai wewenang untuk
mengkaji banyak aspek dari hubungan an-
tara ketentuan WTO dengan isu lingkung-

' an. Wewenangnya bukan saja mengkaji im-
' plikasi kebijakan lingkungan terhadap pe-
' laksanaan ketentuan GATT/WTO, akan te-

tapi juga sebaliknya yaitu implikasi ke-
tentuan GATT/WTO terhadap pelaksanaan
kebjjakan lingkungan. Bahkan bila dipan-

- dang perlu, komisi dapat juga mengusul-

kan diadakannya perubahan terhadap ke-
tentuan GATT/WTO guna mengakomodasi
isu lingkungan. Sejak Konferensi Tingkat
Menteri (KTM) WTO pertama di Singapura
tahun 1996, ada sepuluh program kerja

| CTE? yang salah satunya adalah mempela-
 jari hubungan antara sistem perdagangan

WTO dan ukuran-ukuran perdagangan da-

. ri MEA.

REJIM LINGKUNGAN HIDUP/MULTI-

LATERAL ENVIRONMENTAL AGREE-
MENTS (MEAs)

GLOBAL Vol. 6 No. 1 November 2003
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MEA adalah sebuah komitmen yang ber-
sifat sukarela di antara negara-negara yang
berdaulat yang bertujuan untuk menangani
dampak dan konsckuensi degradasi ling-
kungan secara global dan regional.” MEA
menangani masalah-masalah lingkungan
yang sifatnya berdampak lintas batas. Seca-
ra tradisional isu-isu lingkungan domestik
yang menjadi perhatian ekstrajurisdiksi,
dan berdampak terhadap kepentingan ling-
kungan global. MEA dinilai menjadi cara
yang paling efektif untuk menangani masa-
lah-masalah lingkungan yang sifatnya lin-
tas batas seperti preservasi hewan-hewan
yang bermigrasi, melindungi lapisan atmo-
sfer dan samudra, atau perdagangan lim-
bah beracun. Dengan semakin derasnya
proses globalisasi, peran Implementasi
MEA menjadi sangat penting untuk men-
jadikan lingkungan kita tetap terjaga.

Sampai saat ini kira-kira ada 200 MEA
yang berlaku." Meningkatnya secara dra-
matis peran MEA sebagai bagian integral
dari hubungan internasional disebabkan
oleh tiga faktor, yaitu:?

a. Perkembangan dari masalah-masalah ling-
kungan dengan adanya dampak yang bersifat
global.

Selama dua dekade terakhir penelitian-pe-
nelitian ilmiah yang dipublikasikan ke ma-
syarakat mengenai dampak lingkungan ter-
hadap planet kita semakin meningkat. Ma-
salah peniplsan lapisan ozon, perubahan
iklim, perdagangan limbah beracun serta
hilangnya keanekaragaman hayati, telah
mendapatkan perhatian khusus dari peme-
rintah nasional, juga para NGO serta ko-
munitas lingkungan.

b. Adanya kebutuhan terhadap solusi miulti-
lateral yang kooperalif di antara negara-negara
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untuk menangani ancaman lingkungan vang
sifatnya global.

Dalam Principle 79 Deblarasi Rio pada ta-
hun 1992 UNCED ditekankan adanva keha-
rusan bagl negara-negara untuk bekernja-
sama dalam mencan solusi terhadap per-
masalahan lingkungan yang sifatnva global
dan lintas batas,

¢. Masalah-masalah linglungan tlal secara
cksklusif terbatas pada dampaknya sapa

Isu penipisan lapisan ozon, perubahan ik-
lim, kehilangan  keanekaragaman hayat
dan perdagangan limbah beracun, sebagai
contoh, terkait dengan ekonomi intemasio-
nal yang kompetitif serta berimplibas: seca-
ra sosial dan politis. Pembentukan rejim
internasional untuk menangant masalah-
masalah  lingkungan  hidup mempunyal
dampak positift dan neganf terhadap e
sempatan investasi, hubungan luar negen
dan regulasi domestik. Integrasi ekonomi
global memastikan usaha internasional un-
tuk melindungi hingkungan akan berkon-
sckuensi secara multilateral juga.

MEA ini tidak memiliki payung organisasi.
Beberapa di antaranya berada di bawah
United Nations Environment Program
(UNEP), beberapa di bawah Food and
Agricultural Organization (FAO), dan seba-
gian merupakan peranjian vang berdiri
sendiri. Seperti telah dikatakan di atas kira-
kira ada 200 MEA. Dan dari 200 terscbut,
WTO mengidentifikasi adanya 33 MEA
vang memiliki implikasi perdagangan, em-
pat perjanjian belum diberlakukan, lima be-
las perjanjian yang bersifat regional, dan
satu penanjian yang sudah tidak berlaku
lagi. Ini dapat dikategorikan ke dalam tiga
kelompok:14
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o Perjanpan yang mengendalikan polusj
lintas batas atau untuk melindungi ke
pentingan global.

o TPerjanjian vang berusaha melindungy
satwa  langka,  burung-burung yang
bermigrasi, dan hewan, ikan dan he.
wan laut lain

e [Perjanjlan vang mengendalikan pro-
duksi dan perdagangan dalam limbah
berbahava dan beracun.

Pada Tabel | (Lampiran [), ada hcb(-mp.r

MEA lainnya vang juga berpengarub dan

ber-imphikasi terhadap WTO.

Dari beberapa MEA vang berimplikasi ter.
hadap WTO karena adanya ukuran-ukuran
perdagangan yang digunakan, paling tidak
ada tiga MEA yang secara jelas dan nyata
menggunakan ukuran perdagangan dalam
mengalankan kinena implvlm-nla-d aluran-
aturan yang ada di dalam rejimnya. Tiga
MEA int adalah CITES, Protokol Montreal,
dan Konvenasi Basel.

Convention on International Trade in En-
dangered Species (CITES)

Dengan anggotanya yang saat ini terdin
dari kurang lebih 150 negara, CITES selama
ini selalu disebut sebagai MEA yang efektif
sejak pemberlakuannya tahun 1975. Nega-
ra-negara yang menjadi anggota diharus-
kan membentuk otoritas manajemen nasio-
nal yang dapat memonitor dan memberi-
kan lisensi impor dan ekspor dari satwa
langka. CITES juga mengharuskan negara
anggotanya untuk secara periodik mem-
berikan laporan pengimplementasian dari
aturan-aturan yang digarisbawahi oleh
CITES.

Walaupun CITES tidak secara eksplisit
mencantumkan aturan untuk pelaksanaan
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aturannya, negara-negara anggotanya per-
nah melakukan sanksi dagang terhadap
Italia pada tahun 1992 dengan menahan se-
mua kegiatan perdagangan satwa langka
dengan Italia. Sanksi ini adalah kunci un-
tuk membuat Italia melakukan full com-
pliance terhadap aturan CITES. Tindakan
serupa juga pernah diambil CITES terha-
dap Thailand, El Salvador, dan Guinea
Khattulistiwa. Sedangkan untuk Uni Emi-
rat Arab, sanksinya adalah dengan menge-
luarkannya dari keanggotaan CITES karena
kasus perdagangan illegal gading gajah.
Walaupun sanksi dagang banyak men-
dapat pujian dari para analis, namun di sisi
lain aturan perdagangan di dalam CITES
ini juga menimbulkan pertanyaan terhadap
konsistensinya terhadap Pasal 1 dan XI
WTO yang berkaitan dengan perlakuan
dan lisensi Most-Favored Nations (MFN).

Montreal Protocol on Substances that
Deplete the Ozone Layer

Dengan 175 negara anggota, Protokol
Montreal secara umum dapat dikatakan se-
bagai MEA yang paling efektif. Protokol
Montreal melarang perdagangan senyawa
yang dapat menipiskan lapisan ozon atau
ozone-depleting substances (ODS), termasuk
juga dengan negara non-anggota, dan seca-
ra ketat mengendalikan produksi dan per-
dagangan ODS diantara para negara ang-
gotanya. Bahkan, perjanjian ini tidak hanya
mengaplikasikan terhadap ODS saja tapi
dalam waktu mendatang juga akan mem-
berlakukan terhadap produk-produk yang
dibuat dari senyawa ini seperti semi-
konduktor.

Protokol Montreal mempunyai alat yang
rumit untuk mendapatkan pemenuhan
aturannya baik dari negara anggotanya
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maupun negara non-anggota, namun per-
janjian ini juga mendapat pujian karena da-
pal mengurangi ancaman yang ditim-
bulkan dari ODS. Perjanjian ini mempunyai
prosedur yang spesifik untuk pemberian
laporannya berkaitan dengan implementasi
aturan oleh negara anggotanya, dengan
secara efektif menggunakan pendekatan
yang bersifat science-based untuk pengam-
bilan keputusannya. Perjanjian ini juga
mempunyai mekanisme finansial untuk
membantu negara-negara memenuhi kewa-
jibannya, di mana 32 negara industri maju
memberikan kontribusi dananya sebesar
USS 1,2 milyar sampai tahun 2001. Protokol
ini juga menyediakan imposisi terhadap
sanksi perdagangan dalam kasus non-
compliance. Contohnya, ketika negara ang-
gotanya menggunakan semua alat pelaksa-
naan aturannya, termasuk ancaman sanksi
dagang pada tahun 1990an untuk meng-
hadapi Rusia.

Kesanggupan Protokol Montreal untuk
menjawab permasalahan negara non-ang-
gota merupakan kunci dari efektifnya re-
jim ini. Dalam memenuhi kewajiban atur-
an-aturannya, negara-negara anggota Pro-
tokol Montreal mengadopsi pendekatan
yang sangat rumit dalam beberapa tahun
ini dengan menggunakan mekanisme pen-
jadwalan penuh dari insentif finansial dan
dengan menggunakan ancaman sanksi da-

gang.

Convention on the Control of Trans-
boundary Movements of Hazardous
Wastes and Their Disposal (The Basel
Convention)

Konvensi Basel mengatur arus dari per-

dagangan limbah berbahaya dan beracun.
Konvensi ini mengharuskan negara anggo-
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tanya yang ingin mengekspor limbah un-
tuk menotifikasi negara pengimpor dan
memperoleh persetujuan melalui prosedur
prior informed consent. Negara-negara ang-
gota juga mempunyai hak untuk menolak
mengimpor limbah ini. Perdagangan antara
negara anggota dengan negara non-ang-
gota dilarang, kecuali negara non-anggola
tersebut mempunyai pengukuran seefektif
yang diterapkan konvensi ini.

Konvensi Basel mulai berlaku pada tahun
1992, dan saat ini beranggotakan 141 nega-
ra. Beberapa negara berkembang mempu-
nyai masalah dengan kurangnya kapasitas
pabeannya untuk secara efektif mengim-
plementasikan perjanjian ini. Sanksi perda-
gangan belum pernah dilakukan untuk me-
macu pemenuhan kewajiban negara anggo-
tanya. Mekanisme yang digunakan lebih ke
pengukuran capacity building seperti pela-
tihan dan pengalihan teknologi. Apabila
mekanisme sanksi akan digunakan, ada
kemungkinan menimbulkan konflik yang
berhubungan antara Konvensi Basel de-
ngan perlakuan MFN dan aturan mengenai
pelarangan pemberian kuota dalam WTO.

MEA lain yang juga memberlakukan me-
kanisme sanksi dagang untuk mening-
katkan pemenuhan kewajiban negara ang-
gotanya adalah International Convention
for the Regulation of Whaling (IWC) dan
International Convention for the Conserva-
tion of Atlantic Tunas (ICCAT). Selain ke-
dua perjanjian ini, MEA lain yang sangat
berpotensi menimbulkan konflik dengan
aturan WTO adalah aturan dalam Conven-
lion on Biological Diversity (CBD) menge-
nai pengalihan teknologi dengan perjanjian
WTO mengenai Trade Related Intellectual
Property Rights (TRIPs). Sedangkan MEA
yang belum mulai berlaku namun diduga
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memiliki implikasi perdagangan adalah
Protokol Kartagena mengenai Biosafety
yang dibawah payung CBD, Protokol
Kyoto mengenai perubahan iklim, Kon-
vensi Rotterdam, dan Konvensi Stockholm.,

DINAMIKA HUBUNGAN WTO-MEA

Sampai saat ini belum ada negara anggota
WTO yang membawa kasus ke panel me-
kanisme sengketa berdasarkan ukuran per-
dagangan (frade measures) yang dilakukan
negara anggota lain sebagai pemenuhan
kewajiban atas stalusnya sebagai anggota
salah satu MEA. Namun, bagi WTO, khu-
susnya dalam CTE, penggunaan ukuran
perdagangan yang dilakukan oleh MEA di-
akui sebagai sebuah potensi konflik dengan

" WTO, dan menjadi salah satu topik pem-

bahasan yang paling hangat dalam komite
inl.

Penggunaan ukuran perdagangan adalah
salah satu cara meningkatkan efektifitas
kerjasama di dalam menangani isu ling-
kungan di beberapa perjanjian lingkungan
hidup. Ada beberapa alasan yang melatar-
belakangi penggunaan instrumen ini dalam
beberapa MEA, yaitu:'
a) Pengukuran Produk Spesifik (Pro-
duct- Specific Measures).
MEA menggunakan ukuran perda-
gangan untuk meregulasi perdagangan
di antara negara-negara anggota dan
negara yang bukan anggota dalam ko-
moditas produk yang merupakan
kontributor utama dari terjadinya de-
gradasi lingkungan dalam tujuan yang
digariskan dalam suatu perjanjian
lingkungan. Secara umum ukuran per-
dagangan MEA berdampak langsung
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terhadap sebuah produk tertentu da-

lam tiga cara:

- Pelarangan atau pembatasan per-
dagangan dalam produk yang
men-jadi target dari substansi sua-
tu MEA.

- Pembentukan kerangka aturan di
mana adanya regulasi sebuah pro-
duk atau senyawa yang menjadi
pembahasan dalam sebuah MEA.

- Pembatasan pasar terhadap barang
yang memberikan kontribusi terha-
dap permasalahan lingkungan.

b) Menciptakan insentif untuk mening-

katkan partisipasi sebuah negara da-
lam suatu MEA.
Beberapa MEA menggunakan ukuran
perdagangan untuk menciptakan in-
sentif untuk menjadi anggota dari per-
janjian tersebut dan mengharuskan
mengimplementasi aturan-aturan dari
perjanjian.

¢) Discourage “Free-Riders” of the MEA.
Negara non-anggota dari suatu MEA
yang disebut sebagai free riders menim-
bulkan masalah tersendiri negara nega-
ra yang menjadi anggota suatu MEA.
Secara umum, free-riders mendapatkan
keuntungan dari MEA tanpa harus
mengeluarkan biaya yang besar dalam
menangani suatu masalah lingkungan.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian
adalah dampak aturan-aturan perdagangan
dalam MEA akan muncul menjadi konflik
ketika suatu negara yang juga anggola
WTO menerapkan mekanisme terhadap
Negara anggota WTO lainnya yang ternyata
bukan negara anggota dari suatu MEA.
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Dilatarbelakangi oleh ketiga alasan diatas,
ternyata aturan dan pengukuran perda-
gangan dalam suatu MEA akan menjadi
potensi inkonsistensi terhadap beberapa
aturan dalam WTO, yaitu:

a) Prinsip MFN. Larangan impor dan
ekspor terhadap negara non-anggota
suatu MEA dapat menjadi potensi
yang rawan untuk ditantang oleh ne-
gara anggota WTO yang tidak men-
jadi anggota suatu MEA atas dasar
pelanggaran terhadap prinsip MFN.
Prinsip MFN dalam WTO menyata-
kan bahwa negara anggota WTO ha-
rus mendapatkan perlakuan yang sa-
ma dari their like products sehingga
suatu negara angota WTO dapat
mengadukan bahwa mereka tidak
mendapatkan perlakuan MFN yang
adil dan setara ketika komoditas
mereka dijadikan subjek dari larang-
an perdagangan dari suatu MEA.

b) National Treatment. Larangan impor
dari suatu MEA dapat menjadi sub-
jek pertentangan. Pasal IIl mengenai
aturan national treatment mengharus-
kan impor like products tidak dapat
didiskriminasi terhadap bagian dari
like product domestik. Dengan kata la-
in aturan pengukuran ini harus ter-
kait sampai jadinya suatu komoditas
dan bukan dilihat dari bagaimana
metode proses dan produksinya atau
process and production methods (PPMs)
suatu komoditas dihasilkan. Akan te-
tapi, larangan impor yang diterapkan
oleh beberapa MEA adalah dengan
melarang senyawa tertentu dalam
produk, dan ini dapat dijadikan se-
bagai dasar pelanggaran dari prinsip
national treatment sebagai dampak da-
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ri dasar PPM terbadap suatu produk
yang diterapkan oleh suatu MEA.

¢) Pasal XL Pelarangan impor yang ti-
dak sesuai dengan prinsip national
treatment dan MFN, dan aturan la-
rangan ekspor dari suatu MEA de-
ngan cara pelarangan, embargo, dan
pelarangan perdagangan juga rawan
berpotensi untuk berkonflik sebagai
larangan yang bersifat kuantitatif di
bawah aturan pasal XI GATT.

d) Pasal XX. Pasal XX merupakan suatu
kewajiban pengecualian yang menje-
laskan mengenai klausul perlindung-
an lingkungan dalam aturan WTO,
Pasal ini menyatakan:

“Subject to the requirement that
such measures are not applied in a

manner which would constitute a

means of arbitrary or unjustifiable

discrimination between  countries

where the same conditions prevail,

or a disguised restnction on inler-

national trade nothing in this

Agreement shall be construed to

prevent the adoption or enforce-

ment by any contracting party of
measures:... (b) necessary to prolect

human, animal or plant life or

health;... (g) relating o the con-

servation of exhaustible natural re-

sources if such measures are nade

effective in conjunction  with

restrictions on domestic production

or consumption; ..."

Akan tetapi, hubungan anlara pengukuran
perdagangan MEA dan WTO menjadi se-
makin rumit dalam konleks interpretasi
yang berkaitan dengan Pasal XX yang telah
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dibicarakan dalam beberapa mekanisme
sengketa panel WTO scehingga dibutuhkan
upaya yang cepat untuk mengklarifikasi
suatu isu yang akan bersinggungan dengan
Pasal XX, seperti dalam pembukaaannya
mengenai terminologi  “arbitrary and un-
justified “disguised
restriction on international trade”.'*

discrimination” dan

Seperti telah dikatakan di atas, walaupun
belum ada kasus yang dibawa oleh negara
anggota WTO mengenai MEA Ini, namun
dampaknya terlihat terhadap beberapa per-
janjian lingkungan dalam negosiasi-nego-
siasi untuk perlindungan lingkungan dan
pembangunan, seperti salah satunya ada-
lah gagalnya Biosafety Protocol”, ketika ne-
gara-negara yang tergabung dalam Kelom-
pok ‘ Miami'!®* berpihak pada industri bio-
teknologi yang ingin agar protokol ini
mengaplikasikan aturannya hanya terha-
dap genetically modified organism (GMO)
yang dilepas ke lingkungan sepert bibit
untuk tumbuhan. Argumentasi dasarnya
adalah bahwa 90 persen komoditas dijadi-
kan pengecualian karena merupakan bahan
pangan yang dijadikan makanan sehari-ha-
ri dan tidak dilepas ke lingkungan. Begitu
juga yang terjadi terhadap Protokol Kyoto,
beberapa perusahaan multinasional yang
tergabung dalam International Climate
Change Partnership seperti General Motor,
BP dan Amoco mendesak dengan argumen
bahwa protokol ini akan mempunyai dam-
pak negatif terhadap perdagangan, lapang-
an pekerjaan, dan konsumsi energi dengan
dampak pada sektor-sektor seperti kimia,
pengolahan minyak, kertas, baja, dan alu-
munium.'®

Maka, sebuah komitmen untuk meredam

potensi konflik antara dua rejim internasio-
nal yang berbeda ini adalah sebuah urgensi
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baik dari WTO maupun dari MEA. Ada-
pun tujuan utama untuk pencarian kese-
pakatan kedua rejim ini akan menghasilkan
beberapa hal, antara lain:

a) penurunan friksi perdagangan inter-
nasional;

b) peningkatan kerjasama global melin-
dungi lingkungan;

c) penyediaan kebijakan yang transpa-
ran dan kepastian implementasi da-
lam komunitas bisnis dan ling-
kungan; dan,

d) mirumalisasi distorsi dan diskrimi-
nasi komodilas di pasar terbuka.

Untuk mewujudkan keempat poin di atas
dapat dimulai dengan mengacu ke prinsip
15 Delarasi Rio dalam lingkungan dan
pembangungan tahun 1992, yaitu:

“Where there are threals of serious or
irreversible damage, lack of full scien-
tific certainty shall not be used as a rea-
son for postponing cost-effective mea-
sures to prevent environmental de-
gradation.”

Implementasinya adalah dengan mengaju-
kan prinsip-prinsip pencegahan (precaution-
ary principles) di dalam aturan-aturan WTO.
Prinsip ini dapat menjadi sebuah kerangka
hukum dan kebijakan global yang dapat
menciptakan keseimbangan dalam ekono-
mi global dengan dampak berkelanjutan
terhadap lingkungan dan sumber daya
alam. Pengembangan aturan internasional
untuk sedikit membatasi perdagangan da-
pat membuat suatu negara mengembang-
kan implementasi dari kualitas lingkungan-
nya. Hal ini seharusnya didukung oleh ne-
gara industri maju dengan memberikan
kontribusinya yang seimbang dalam ting-
katan politik dan bantuan finansial tidak
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hanya terhadap WTO tapi juga terhadap
UNEP.

WTO sebagai elemen sentral dan sistem
ekonomi internasional, harus sedikit dire-
formasi sehingga publik dapat tahu dan
berpartisipasi dalam keputusan yang dapat
mengancam lingkungan.? Namun di sisi
lain WTO juga tidak boleh terjebak menjadi
institusi yang akan membuat kebijakan
mengenai lingkungan hidup. Hal ini sebe-
narnya sudah ditunjang oleh parameter
yang selama ini digunakan oleh CTE dalam
kerjanya bahwa WTO bukan merupakan
agen internasional yang mengurusi masa-
lah perlindungan lingkungan. Artinya,
kompetensi WTO untuk pembuatan kebi-
jakan yang harus berkoordinasi dengan
MEA hanya sebatas pada masalah perda-
gangan saja, dan aspek kebijakan ling-
kungan yang berdampak terhadap masalah
perdagangan.®

Di saat yang sama, pengembangan sistem
internasional yang dapat melindungi ling-
kungan juga harus dikembangkan, yaitu
dengan mengembangkan aturan-aturan di
dalam MEA yang dapat menjadi instrumen
yang efektif untuk implementasi aturan-
aturan yang berkaitan dengan lingkungan.
Selama ini UNEP, sebagai badan PBB yang
membawahi masalah lingkungan dan seha-
rusnya menjadi barometer kebijakan ling-
kungan terhadap pemerintah nasional, di-
pertanyakan kualitasnya untuk menangani
banyaknya isu-isu lingkungan hidup.

Apabila kedua pandangan ini dapat di-
wujudkan maka tindakan unilateralisme
yang selama ini sering digunakan oleh be-
berapa negara untuk melindungi ling-
kungannya dan terkadang sebagai bentuk
proteksionisme terselubung yang dapat
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merusak sistem perdagangan multlateral
dapat dihindarkan. Harapannya, kesinam-
bungan antara berjalannya kedua rejim
yang berbeda ini.
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mental Measures (TREMs). Sedangkan perspektif per-
dagangan bebas sangat menckankan bahwa perda-
gangan bebas sangat menekankan bahwa perda-
gangan bebas merupakan suatu syarat bagi pertum-
buhan ekonomi dengan banyak melakukan cksploitasi
terhadap sumber daya alam.
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LAMPIRAN I
Tabel 1
MEA dan Dampak terhadap Perdagangan
Intemational Convention for the Regulation of Whaling
10/11/1848 49 Paus
(IWC)
International Convention for the Protection of Birds 3/5/1950 15 Burung dan telur burung
international Plant Protection Convention 3/4/1952 69 Tumbuhan
Agreement Conceming Co-Operation in the
Quarantine of Plants and Their Protection Against 19/10/1860 8 Tumbuhan dan bibitnya
Pests and Diseases
Intemational Conventian for (he Conservation of Tuna dan ikan yang
21/3/1969 28
Atlantic Tunas (ICCAT) serupa dengan luna
Convention on Intemational Trade in Endangered
1771975 152 Hewan dan tumbuhan
Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Conventi Future Multilateral tion in the
leat i > S 1/1/1979 19 lkan
Norhwest Allantic Fisheries
Convention on the Conservalion of Anlartic Marine viai1082 o5 Sumber daya kehidupan
Living Resources (CCAMLR) manlim Antartika
Kayu-ka non-
Intemational Tropical Timber Agreamant 1/4/1985 fmd R
coniferous
Senyawa yang dapal
Convention for the Protection of the Ozone La
s 22/9/1988 175 mempengaruhi
(Montreal Protocol)
penipisan lapisan ozon
Convention for the Prohibition of Fishing with Long 171511991 % Sumber daya hidup
Driftnets in the South Pacific maritim
Convention on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 6/5/1992 141 Limbah beracun
(Basel Convention)
Konservasi
Convention on Blological Diversity (CBD) 29/12/1993 168
keanekaragaman hlyi_
United Nations Framework Convention on Climate
21/3/1994 176 Enam gas rumah kaca

Change

—— —— e e ——————————
Sumber. ENTRI (2001), yang dikutip dan William Krist, The WTO and MEAs-Time for a Good Neighbor Policy’.

dalam www.cs.si.edu/topics/pubs/paper. pdf, diakses tanggal 31 Jull 2003, jam 18:30 WIB.

Selain itu ada beberapa MEA lain yang juga terkait dengan WTO dan masih dalam proses
pemberlakuan seperti The Rottetrdam Convention on the Prior Informed Consent Proceduré
for Certain Hazardous Chemical and Pesticides in International Trade dan The ;f!ugreismﬂﬂt
on Persistent Organic Pollutants (POPs Agreement).
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